EKSTRADISI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA  (HUMAN TRAFFICKING) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL by -, RAISA NATASHA
 SKRIPSI 
 
EKSTRADISI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA 
PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA 
(HUMAN TRAFFICKING) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 
 
 
 
 
OLEH 
RAISA NATASHA 
B11108910 
 
 
 
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
 2014
i 
HALAMAN JUDUL 
 
EKSTRADISI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA 
PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA 
(HUMAN TRAFFICKING) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana   
pada Bagian Hukum Internasional 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
OLEH : 
RAISA NATASHA 
B111 08 910 
 
 
 
 
 
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL 
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
ii 
PENGESAHAN SKRIPSI  
 
 
EKSTRADISI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA 
PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA 
(HUMAN TRAFFICKING) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 
 
 
 
Disusun dan diajukan oleh 
RAISA NATASHA 
B111 08 910 
 
Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Pada Hari Jumat, 21 November 2014 
Dan Dinyatakan Diterima  
 
    
 
 
Panitia Ujian 
Ketua 
 
  
 
 
Sekretaris 
 
 
 
Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H. 
NIP. 19550702 198810 001 
Albert Lakollo, S.H.,M.H. 
NIP. 130 785 087 
  
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik, 
   
 
  
 
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 
NIP. 19610607 198601 1 003 
 
iii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama : RAISA NATASHA 
Nomor Induk : B111 08 910 
Bagian : Hukum Internasional 
Judul :  EKSTRADISI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA 
PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN 
MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) MENURUT HUKUM 
INTERNASIONAL  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi. 
 
Makassar, 23 Oktober 2014 
 
 
Pembimbing I     Pembimbing II 
 
 
 
Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H.   Albert Lakollo, S.H.,M.H. 
     NIP. 19550702 198810 001                  NIP. 130 785 087 
 
  
iv 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: 
Nama : RAISA NATASHA 
Nomor Induk : B111 08 910 
Bagian : Hukum Internasional 
Judul :  EKSTRADISI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA 
PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN 
MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) MENURUT 
HUKUM INTERNASIONAL  
Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai Ujian 
Akhir Program Studi. 
 
Makassar,   November 2014 
An. Dekan 
Wakil Dekan Bidang Akademik 
 
 
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. 
NIP. 19610607 198601 1 003 
 
 
  
v 
ABSTRAK 
 
RAISA NATASHA (B 111 08 910) Esktradisi sebagai Salah satu Upaya 
Penanggulangan Masalah Perdagangan Manusia (Human Trafficking)  
Menurut Hukum Internasional, dibimbing oleh Bapak S.M.Noor 
Sebagai Pembimbing I dan Bapak Albert Lakollo Sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penerapan 
ekstradisi yang berlaku di Indonesia dan Australia khususnya penanganan 
masalah perdagangan manusia dan untuk mengetahui upaya dalam 
menyelesaikan kasus perdagangan manusia (Human Trafficking) di 
Indonesia. 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) dalam hal ada 
permintaan ekstradisi yang ditunjukan kepada Negara Republik Indonesia 
maka pengadilan yang berwenang memberikan pendapatnya dalam 
bentuk penetapan tentang dapat tidaknya seseorang diesktradisikan 
adalah Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana 
seseorang tersebut bertempat tinggal atau berkediaman terakhir atau 
tempat ditketemukannya atau apabila dilakukan penahanan, maka 
ditempat seseorang tersebut ditahan. (2) Upaya yang harus dilakukan 
oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi 
perdagangan manusia oleh warga negaranya atau warga negara asing 
yakni patroli lintas laut harus digalakkan. Selain itu, mengadakan 
sosialisasi mengenai penanganan imigran illegal di daerah pesisir pantai, 
khususnya kepada para nelayan. Koordinasi dengan beberapa instansi 
terkait harus lebih baik. Kemudian juga pengawasan dan penjagaan harus 
lebih di perketat. 
Disarankan agar perjanjian ekstradisi lebih menjadmin kepastian 
hukum, maka bagi negara-negara yang saling mempunyai hubungan baik 
harus semakin mempercepat hubugannya dengan mengadakan perjanjian 
ekstradisi, terutama dalam hal perjanjian ekstradisi secara multilateral. 
Semakin majunya teknologi dan trasnportasi yang menyebabkan semakin 
tingginya kasus-kasus kejahatan yang melibatkan dua negara atau lebih, 
sebaiknya dibentuk Konvensi Internasional yang menjadi dasar 
pembentukan Undang-Undang Ekstradisi negara-negara, jadi bukan 
hanya sekedar model Treaty saja seperti terdapat dalam Resolusi Nomor 
45/117 tentang model Treaty On Extradition 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu kejahatan lintas negara yang selalu menyita perhatian 
masyarakat serta aparat pemerintah di Indonesia dan negara-negara maju 
adalah tentang migrasi penduduk. 
Migrasi disatu sisi telah memberikan konstribusi yang tidak kecil 
terhadap kemajuan ekonomi, baik pengiriman maupun penerimaan. 
Namun disisi lain tidak sedikit persoalan yang ditimbulkan oleh migrasi 
tersebut, yaitu migrasi illegal dalam bentuk perdagangan manusia.  
Perdagangan manusia telah lama terjadi di muka bumi ini dan 
merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat 
manusia.Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia 
yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk besar di dunia 
juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan 
perdagangan manusia. Kejahatan bukan hanya didorong oleh lemahnya 
penegakan hukum di Indonesia, akan tetapi didukung oleh wilayah 
geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah 
negara kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk antara 
lain, bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia 
yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan 
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wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia yang 
juga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan-kejahatan transnasional. 
Kejahatan transnasional sendiri merupakan kejahatan-kejahatan 
yang sebenarnya adalah nasional yang mengandung aspek transnasional 
atau lalu lintas negara. Jadi terjadinya itu sendiri ada di dalam batas-batas 
wilayah akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-
negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang 
berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. 1Permasalahan 
tentang perdagangan manusia bisa menjadi contoh. Pelaku tindak pidana 
dari permasalahan migrasi illegal melarikan diri ke negara lain (di luar 
batas yurisdiksi) atau pelaku tindak pidana adalah warga negara asing (di 
luar batas yurisdiksi).2 
Ketentuan penegakan hukum yang berdimensi internasional, 
terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi 
tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, 
tetapi berada pada wilayah negara lain. Untuk itu, ada beberapa model 
hukum internasionalyang dapat digunakan untuk menyeesaikan kendala-
kendala dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti melalui 
sarana pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana 
                                                         
1 http://jurnalsrigunting.com/2011/12/05/kejahatan-transnasional/, diakses pada tanggal 
14 Desember 2012, pukul 20.09 WITA. 
2Abdussalam, 2006, Hukum Pidana Internasional, Penerbit Restu Agung, Jakarta, hlm 1. 
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(Mutual Legal Assistant –MLA) dan ekstradisi.3 Perbedaan kedua bentuk 
perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian 
esktradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan ), sedangkan 
perjanjian MLA untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk 
pengusutan,penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Kerja 
sama semacam ini, dapat dilakukan karena ada beberapa konvensi 
internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia. 4 
Dewasa ini kerjasama penegakan hukum yang bernama ekstradisi 
dikenal secara umum dengan artian penyerahan pelaku kejahatan dari 
suatu negara ke negara peminta. Untuk pencarian dan penangkapan 
pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri, selama ini dilakukan 
oleh Polri dan Kejaksaan yang bekerja sama dengan Interpol. Apabila 
buronan tersebut tertangkap di negara lain maka pengembaliannya ke 
negara peminta harus ditempuh melalui proses ekstradisi.  
Ekstradisi sendiri sudah memainkan peran yang cukup signifikan di 
dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan internasional.Hal ini terbukti 
dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya, baik perjanjian-perjanjian 
internasional bilateral, maupun multilateral regional, maupun bentuk 
perturan perundang-undangan nasional negara-negara. Bahkan pada 
                                                         
3 Eddy O.S. Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Penerbit Erlangga, 
Jakarta, hlm 40. 
4 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d836dc794451/kerja-sama-kunci-
penanganan-transnasional-crime. Diakses pada tanggal 14 Desember 2012, pukul 
20.16 WITA. 
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tanggal 14 Desember 1990, Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa 
(selanjutnya disingkat PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor 45/ 116 
tentang model Treaty 5  On Extradition, yang walaupun hanya berupa 
model hukum saja, jadi belum merupakan hukum internasional positif, 
tetapi dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat 
perjanjian tentang ekstradisi. Kini hampir semua negara di belahan bumi 
ini sudah mengenal lembaga hukum yang bernama ekstradisi ini.6 
Di Indonesia sendiri sebelum lahirnya Undang – Undang Nomor 1 
tahun 1979 tentang ekstradisi masih berlaku peraturan perundang – 
undangan tentang ekstradisi yang merupakan peninggalan Zaman Hindia 
– Belanda disebut dengan Koninklijik Besluit. Peraturan tersebut adalah 
Stb. Nomor 188 tahun 1883 tentang penyerahan orang – orang asing, 
yang pada tahun 1932 diubah dan ditinjau kembali dan diundangkan 
dalam Stb. Nomor 490 tahun 1932. 7  Sejak Indonesia merdeka, Stb. 
Nomor 188 tahun 1883 masih menikmati hak hidup dalam suasana 
Indonesia merdeka selama kurun waktu 34 tahun. Dapat dikatakan Stb 
nomor 188 tahun 1883 b menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia 
dalam meghadapi persoalan ekstradisi.8 
                                                         
5Treaty atau perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. 
6 I Gede Widhiana Suarda, 2012, Hukum Pidana Internasional-Suatu Pengantar, Penerbit 
itra Aditya Bakti, Bandung, hlm 144. 
7 I Wayan Parthiana, 1990, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan  Hukum Nasional 
Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 22. 
8 Lihat pasal II aturan peralihan Undang – Undang 1945 
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Salah satu aspek yang terkait dengan masalah ekstradisi adalah 
tentang kewarganegaraan dari seorang pelaku kejahatan.Hal ini berkaitan 
dengan hubungan antara orang yang bersangkutan dengan negara 
dimana dia berkewarganegaraan, khususnya mengenai adanya hak setiap 
warganegara untuk mendapat perlindungan dari negaranya dan 
sebaliknya kewajiban setiap negara untuk melindungi warganegaranya 
dimanapun berada. 
Setiap negara di dunia ini memiliki tatanan hukum untuk 
memelihara dan mempertahankan, ketertiban, dan ketentraman bagi 
setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya.Hal ini benar-
benar menjadi suatu kontradiksi dalam permasalahan ekstradisi. Pada 
satu pihak hak-hak asasi manusia dari si pelaku kejahatan harus tetap 
dihormati dan dilindungi, sedangkan pada lain pihak rasa keadilan 
masyarakat justru lambat terpulihkan. Sedangkan perkembangan dari 
berbagai bentuk dan jenis kejahatan justru semakin banyak dan semakin 
canggih, bahkan dengan korban-korbannya yang banyak.Dalam hal ini 
justru dibutuhkan kecepatan untuk menangkap dan mengadili serta 
menghukum si pelaku kejahatannya, demi terpulihkannya rasa keadilan 
masyarakat. Pelanggar harus mempertangungjawabkan perbuatannya 
atas kejahatan yang telah dilakukan di depan pengadilan dan apabila 
terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukum yang setimpal dengan 
kesalahannya.  
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Akan tetapi tidak semua orang akan rela mempertanggung-
jawabkan perbutannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari 
tuntutan dan ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. 
Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah 
dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.9 
Adapun maksud dan tujuan dari ekstradisi adalah untuk menjamin 
agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari 
penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang 
wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat 
menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya disebabkanyurisdiksi atas 
penjahat tersebut.10. 
Kerjasama penegakan hukum ekstradisi ini pada umumnya lebih 
banyak dipilih oleh negara-negara sebagai salah satu alternatif untuk 
menangani kejahatan yang berdimensi internasional dibanding bentuk 
kerjasama yang lain atau cara-cara agar si pelaku kejahatan tidak 
menjadikan negara lain sebagai tempat pelarian. Demikian halnya 
menurut para ahli hukum internasional bahwa kerjasama penegakan 
hukum ekstradisi ini sudah mempunyai peran yang cukup signifikan. 
Terlepas dari berbagai pendapat tentang ekstradisi, penulis di sini ingin 
menjelaskan tentang sejauh mana peran ekstradisi sebagai alternatif 
dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang berdimensi internasional 
menurut hukum internasional, contoh kasus yang penulis jelaskan di sini 
                                                         
9  Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agus, 2002, Pengantar Hukum Internasional, 
Penerbit Alumni, Bandung, hlm 103.  
10  M. Budiarto, 1981, Ekstradisi dalam Hukum Nasional, Penerbit Ghalia Indonesia, 
Jakarta, hlm 7. 
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adalah kasus perdagangan manusia yang sedang banyak terjadi di 
negara-negara yang jumlah penduduknya banyak, salah satunya 
Indonesia dan Australia. 
 
B. Rumusan Masalah : 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah praktek penerapan ekstradisi yang berlaku di Indonesia 
dan Australia khususnya penanganan masalah perdagangan manusia 
menurut ketentuan hukum internasional ? 
2. Bagaimanakah upaya dalam penyelesaian kasus perdagangan 
manusia (Human Trafficking) di Indonesia ? 
 
C. Tujuan Penulisan : 
1. Untuk mengetahui praktek penerapan ekstradisi yang berlaku di 
Indonesia dan Australia khususnya penanganan masalah 
perdagangan manusia  
2. Untuk mengetahui upaya dalam menyelesaikan kasus perdagangan 
manusia (Human Trafficking)  di Indonesia  
 
D. Kegunaan Penulisan 
1. Menambah pemahaman mengenai hukum pidana internsional dan 
ekstradisi 
2. Menambah wawasan tentang kejahatan – kejahatan yang berdimensi 
internasional sebagai Human Trafficking 
8 
3. Memeberi pengetahuan tentang prosedur ekstradisi di negara –negara 
khusunya Indonesia 
4. Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan pengalaman 
menulis serta sebagai tugas akhir penulis 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perdagangan Manusia (Human Trafficking) 
Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, 
manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan 
yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, 
proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para 
imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian 
menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara 
berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa 
Barat, Australia dan Amerika Utara. 11 Berangkat dari fenomena inilah 
kemudian muncul praktik penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk 
memindahkan  dan menjual manusia ke negara-negara tujuan secara 
ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam 
memenuhi syarat sebagai imigran resmi.Perdagangan orang merupakan 
migrasi penduduk dengan maksud untuk dieksploitasi sebagai tenaga 
kerja illegal. 
Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah 
“trafficking” adalah : 
“Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons 
across national and international borders, largely from developing 
                                                         
11 Dikutip dari, http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-
smuggling.Diakses pada tanggal 1 Januari 2013, pukul 19.00 WITA. 
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countries and some countries and some countries with economies 
in transition, will the end goal of forcing women and girl children into 
sexually or economically oppresivve and exploitative situations for 
the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as 
other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic 
Labour, false marrriages, clandestine employment and false 
adoption.” 12 (Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh 
beberapa orang di lintas nasional dan  perbatasan internasional, 
sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang 
dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa 
wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan 
penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan illegal 
lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembatu 
rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).  
 
Di kawasan Asia Tenggara, perdagangan orang menjadi masalah 
serius karena pada umunya terkait dengan organisasi kejahatan 
transnasional.Jaringan kejahatan lintas negara ini yang terlibat dalam 
perdagangan orang hanya mengambil keuntungan finansial tanpa 
memperdulikan keselamatan korban.13 
Praktek perdaganagan manusia telah meningkat dalam beberapa 
dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah 
imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara. 
Dalam konteks Indonesia, yang menjadi faktor penarik untuk 
terjadinya praktek kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis 
Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan 
wilayah; Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat transit 
sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia. Indonesia, yang 
belum menandatangai Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 
                                                         
12 Protokol Palermo, Article 3 
13Kompas Online, Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelenggu, (13 Februari 2009), 
diakses pada tanggal 1 Januari 2013, pukul 19.25 WITA. 
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1967, posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari 
suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan 
nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut. Selain itu, 
keberadaan UNHCR di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia 
merujuk setuap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke 
UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi.Pemerintah 
Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga 
didapatkan suatu solusi.Oleh karenanya para imigran gelap merasa aman 
untuk datang dan tinggal di Indonesia; memasuki wilayah Indonesia 
dengan memanfaatkan keberadaan UNHCR dengan dalih mencari 
suaka.14 
Tujuan perdagangan manusia di Indonesia ialah perdagangan 
antardaerah atau pulau dan antarnegara. Indonesia adalah negara 
kepulauan yang mempunyai ribuan pulau-pulau dan bermacam suku-suku, 
sehingga sangat memudahkan terjadinya trafficking dalam lingkup 
domestic, dari beberapa provinsi di mana kasus trafficking domestic terjadi, 
tempat-tempat wisata yang berbatasan dengan negara lain, seperti 
Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, Bali 
dan Jawa Timur merupakan daerah tujuan. 
 
                                                         
14 http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi, Diakses pada tanggal 2 
Januari 2013, pukul 14.00 WITA. 
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B. Ekstradisi 
1. Sejarah dan Perkembangan Ekstradisi 
Para penulis hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah 
perjanjian yang tertua yang isinya juga mengenai menyerahkan penjahat-
penjahat pelarian adalah perjanjian perdamaian antara Raja Remeses II 
dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 SM. 
Kedua pihak menyatakan saling berjanji akan meyerahkan pelaku 
kejahatan yang melarikan diri atau yang ditemukan di dalam wilayah pihak 
lain15 
Namun demikian, praktek negara-negara dalam melakukan 
penyerahan penjahat pelarian, tidaklah semata-mata bergantung pada 
adanya perjanjian tersebut, kemungkinan besar jauh sebelum terdapat 
negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian meskipun 
kedua pihak belum membuat perjanjian-perjanjiannya.  
Mulai abad ke-17 sampai dengan abad ke-20 hubungan dan 
pergaulan internasional mulai mencari dan menemukan bentuknya yang 
baru, negara-negara yang membua perjanjian-perjanjian sudah 
mengadakan pengukhusan dalam bidang-bidang tertentu termasuk juga 
bidang ekstradisi sehingga tidak lagi menjadi bagian dari masalah-
masalah lain yang lebih luas ruang lingkupnya. 
                                                         
15Arthur Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations, Disadur kembali oleh I 
Wayan Parthiana, SH, MH.,Ekstardisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum 
Nasional Indonesia, hal 3. 
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Kemajuan-kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi 
serta berkembangnya pemikiran baru dalam bidang politik, 
ketatanegaraan, dan kemanusiaan turut pula memberi warna tersendiri 
dari ekstradisi ini. 
Tindak kejahatan akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para 
korban dan kelompok masyarakat, tetapi sering melibatkan negara-negara 
sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya diperlukan kerja 
sama antar negara-negara. Misalnya dengan menangkap si pelaku 
kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkan kepada negara yang 
mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya atas 
permintaan negara tersebut. Oleh karena itu negara-negara membuat dan 
merumuskan perjanjian-perjanjian disamping memeprhatikan aspek-aspek 
kemanusiaan dimana individu-individu pelaku kejahatan tetap diberi dan 
diakui hak-hak dan kewajibannya. 
2. Pengertian Ekstradisi dan Unsur – unsurnya 
Kata ekstradisi berasal dari kata bahas latin “extradere” (kata kerja) 
yang terdiri dari kata “ex” artinya keluar dan “trade” artinya memberikan 
(menyerahkan, kata bendanya “extradio” yang artinya penyerahan). Istilah 
ekstradisi ini lebih dikenal atau biasanya digunakan terutama dalam 
penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta.16 
Ekstradisi merupakan sebuah upaya dari suatu negara kepada 
negara lain untuk meyerahkan orang yang dimaksud untuk diadili dinegara 
                                                         
16 http://id.shvoong.com/law-and-politics/international-law/2216419-ekstradisi-dan-dasar-
hukumnya/, Diakses pada tanggal 17 Desember 2012, pukul 20.30 WITA 
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yang memintanya. Ekstradisi muncul pada abad ke-19 dengan kewajiban 
yang timbul didasarkan pada perjanjian internasional. 
Istilah ekstradisi menunjukkan kepada proses di mana berdasarkan 
traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan secara 
formal kepada negara lain atas permintaannya seorang yang dituduh atau 
dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap 
hukum negara yang mengajukan permintaan, dengan tujuan untuk 
mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya. Negara yang meminta 
ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak 
pidana tersebut.17United Nations dalam convention against corruption on 
9-11 Desember 2003 in Merida, Mexico and New york, memberi 
pengertian tentang ekstradisi sebagai :18 
“extradition is present in the territory of the requested state party, 
provided that the offence for which extradition is saught is 
punishable under the domestic law of both the requesting state 
party and the requested state party.” 
 
Salah satu ahli hukum internasional J. G. Starke juga memberikan 
definisi tentang ekstradisi yakni sebagai berikut : 
 “The term extradition denotes the process where by under treaty or 
upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at 
its request a person accused or convicted of a criminal offence 
committed against the law of the requesting state competent to try 
alleged offender.”19 
 
                                                         
17 J. G. Starke, 2004, Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi ke-10, Penerbit Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm 469. 
18  Abdussalam, 2006, Hukum Pidana Internasional bagian 2, Penerbit Restu Agung, 
Jakarta, hlm 45. 
19F.Isjwara, 1972, Pengantar Hukum Internasional saduran dari karya J.G Starke: An 
Introduction to International Law, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 13.  
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Dari uraian diatas dapat diartikan ekstradisi sebagai penyerahan 
menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas 
permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang 
dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang 
untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.  
Sedangkan menurut salah satu jurnal hukum internasional 
ekstradisi merupakan : 
“The international practice of extradition, whereby a country formally 
surrenders and alleged criminal to another country having 
jurisdiction over the crime charged, has today become an institution. 
Every year, thousands of individuals, from petty thieves to financial 
fraudsters to former dictators are handed over from one country to 
another pursuan to extradition treaties. The vast majority of 
extradition requests are complied with: it is only the are case when 
a country denies a properly presented extradition request from a 
country with which it has concluded an extradition treaty”20 
 
Dapat diartikan sebagai praktek ekstradisi, dimana negara secara 
resmi menyerah dan diduga kriminal ke negara lain yang memiliki 
yurisdiksi atas kejahatan yang dituduhkan, dalam masa sekarang telah 
menjadi sebuah institusi. Setiap tahun, ribuan orang, dari pencuri kecil 
untuk penipu keuangan sampai diktator diserahkan dari satu negara ke 
negara lain berdasarkan undang-undang perjanjian ekstradisi.  
Definisi lain yang menyebutkan tentang ekstradisi adalah 
pemindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain secara paksa 
untuk diajukan ke depan sidang pengadilan atau dimasukkan penjara 
                                                         
20VIRGINIA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW,The Domestic Politics of International 
Extradition, page 845, 
(http://www.vjil.org/assets/pdfs/vol52/issue4/Magnuson_Post_Production.pdf), diakses 
pada tanggal 18 Desember 2012, pukul 17.00 WITA. 
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untuk suatu kejahatan yang timbul jikalau seseorang yang dituduh atau 
telah dijatuhi hukuman mencari perlindungan (atau pada waktu itu 
bertempat tinggal) di negara lain.21 
Di Indonesia sendiri menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 
1979  tentang Ekstradisi, dapat diartikan sebagai penyerahan oleh suatu 
negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang 
disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah 
negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang 
meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan 
memidananya.22 
Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas dapatlah 
ditarik unsur-unsur ekstradisi, yaitu : 
1) Unsur Subyek, yang terdiri dari :23 
a. Negara atau negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk 
mengadili atau menghukumnya. Negara-negara inilah yang 
sangat berkepentingan untuk mendapat kembali orang 
tersebut untuk diadili atau dihukum atas kejahatan yang 
telah dilakukannya itu. Untuk mendapat kembali orang yang 
bersangkutan negara atau negara-negara tersebut harus 
mengajukan permintaan penyerahan kepada negara tempat 
                                                         
21 C.S.T. Kansil, 2002, Modul Hukum Internasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 
145. 
22 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, tanggal 18 Januari 
1979 
23 I Wayan Parthiana, 2009, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern, Penerbit 
Yrama Widya, Bandung.hlm. 39 
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orang itu berada atau bersembunyi. Negara atau negara-
negara ini berkedudukan sebagai pihak yang meminta atau 
dengan singkat disebut “negara-peminta” (The Requesting 
State). 
b. Negara tempat si pelaku kejahatan (tersangka, tertuduh, 
terdakwa) atau si terhukum itu bersembunyi. Negara ini 
dimintai oleh negara atau negara – negara yang memiliki 
yurisdiksi atau negara-peminta, supaya menyerahkan orang 
yang berada dalm wilayahnya itu (tersangka atau terhukum), 
yang dengan singkat disebut “negara-diminta” (The 
Requested State). 
2) Unsur Obyek : 
Pelaku kejahatan itu sendiri yang diminta oleh negara-peminta 
kepada negara-diminta supaya diserahkan.Dia inilah yang 
singakt disebut sebagai “orang yang diminta” (The Requested 
Person).Meskipun dia hanya sebagai obyek saja masalah 
antara kedua pihak, tetapi sebagai manusia dia harus tetap 
diperlakukan sebagai subyek hukum dengan segala hal dan 
kewajibannya yang asasi, yang tidak boleh dilanggar oleh 
siapapun juga.24 
3) Unsur Tata Cara atau Prosedur : 
Unsur ini meliputi tata cara untuk mengajukan permintaan 
                                                         
24Ibid, hlm. 40 
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dengam segala persyaratannya, tata cara untuk 
memberitahukan apakah permintaan itu dikabulkan ataukah 
ditolak, dan jika dikabulkan selanjutnya adalah tatacara untuk 
menyerahkan orang yang diminta. 25  Permintaan tersebut 
haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada 
sebelumnya antara kedua pihak atau apabila perjanjian itu 
belum ada, juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang 
telah disepakati.Jadi bila sebelumnya tidak ada permintaan 
untuk menyerahkan dari negara-peminta, orang yang 
bersangkutan tidak boleh ditangkap atau ditahan maupun 
diserahkan. Kecuali penangkapan dan penahanan itu 
didasarkan atas adanya yurisdiksi negara tersebut atas orang 
dan kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang 
dilakukan orang itu dalam wilayah negara tersebut. 
Permintaaan penyerahan itu sendiri harus diajukan secara 
formal kepada negara-diminta, sesuai dengan prosedur yang 
ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaaan 
internasional. Jika permintaan itu tidak diajukan secara formal, 
melainkan hanya secara informal saja misalnya hanya 
dikemukakan secara lisan oleh wakil negara-peminta kepada 
wakil negara-diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu 
pertemuan atau konferensi internasional, hal itu tidak dapat 
                                                         
25Ibid,hlm 40 
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dianggap sebagai permintaaan untuk menyerahkan dalam 
pengertian dan ruang lingkup ekstradisi, tetapi barulah 
merupakan tahap penjajakan saja. Seperti halnya permintaan 
penyerahan yang harus diajukan secara formal, maka 
penyerahan itu sendiri harus juga dilakukan secara formal.26 
4) Unsur Maksud dan Tujuan 
Permintaan negara-peminta ataupun penyerahan oleh negara-
diminta atas diri orang yang diminta adalah untuk dapat 
mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan negara-
peminta lalu mengajukan permintaan penyerahan atas diri 
orang tersebut kepada negara-diminta.Jadi permintaan 
penyerahan atau penyerahan itu sendiri bertujuan untuk 
mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan itu, sebagai 
realisasi dari kerjasama antar negara-negara tersebut dalam 
menanggulangi dan memberantas kejahatan.Jika hal itu sudah 
berhasil dilakukan, berarti maksud dan tujuan dari ekstradisi 
tersebut itu sudah tercapai.27 
Dari penjelasan-penjelasan di atas mengenai ekstradisi penulis 
mengambil pendapat tentang sistem-sistem ekstradisi, ada 3 yaitu :  
(1) Ekstradisi sistem daftar (list system / enumerative system), 
yaitu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang 
                                                         
26 Harvard Research Draft Convention on Extradition, dalam pasal 1 (a) menyatakan 
sebagai berikut :“Extradition is the formal surrender of a person by a state to another 
state for prosecution of punishment”. 
27Ibid, hlm 42-43 
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mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat 
diekstradisi  
(2) Ekstradisi sistem tanpa sistem daftar (eliminative system), yaitu 
sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau 
minimum hukuman sebagai ukuran untuk menerapkan apakah 
suatu kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak tanpa 
menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat 
diekstradisikan, sedangkan  
(3)  Ekstradisi sistem campuran, yaitu campuran antara ekstradisi 
enumeratif dan ekstradisi eliminatif serta mencantumkan juga 
kejahatan dengan minimum dan maksimum hukuman yang 
dapat diekstradisi. 28  Untuk lebih jelas dalam mempelajari 
tentang jenis-jenis ekstradisi berikut contoh dari masing-masing 
jenis ekstradisi yang  telah dipaparkan di atas:  
Tabel 1. 
Contoh jenis-jenis ekstradisi sistem daftar dan ekstradisi sistem tanpa 
daftar serta ekstradisi sistem campuran.29 
 
 
No. 
Ekstradisi Sistem 
Daftar (enumerative 
system) 
Ekstradisi Sistem 
Tanpa Daftar 
(eliminative system) 
Ekstradisi Sistem 
Campuran (mixed 
system) 
1.  Perjanjian Ekstradisi 
antara Inggris dan 
Amerika Serikat 1969, 
dalam Pasal 3 
menentukan 27 jenis 
kejahatan atau tindak 
pidana 
Perjanjian Ekstradisi 
antara Italia dan 
Panama 1930 
menentukan 
minimum 2 tahun 
Perjanjian Ekstardisi 
antara Indonesia 
dan Philipina 1976 
dalam pasal II A  
                                                         
28 Eddi Damaian, 1991, Kapita Selekta Hukum Internasional,Penerbit Alumni, Bandung, 
hlm 71. 
29Ibid, hlm 71. 
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2. Perjanjian Ekstradisi 
antara Indonesia dan 
Malaysia 1974 yang 
didalam lampirannya 
menentukan 27 jenis 
kejahatan atau tindak 
pidana 
Perjanjian Ekstradisi 
antara Afrika 
Selatan dan 
Zimbwabwe 1962 
menentukan batas 
minimum 6 bulan. 
 
 
Dalam praktek sebuah kerjasama penegakan hukum yaitu 
ekstradisi, berdsarkan pengertiannya harus dibedakan antara tindakan 
paksa mengeluarakan seseoarang yang tidak dikehendaki dari suatu 
negara (personal non grata), seperti pengusiran, pembuangan, dan 
deportasi. Permintaan untuk menyerahkan itu hatus dilakukan melalui 
saluran diplomatik. Demikan pula jika negara-diminta menyetujui atau 
menolak permintaan negara-peminta dengan memlalui saluran diplomatik. 
Mengenai keputusan untuk mengabulkan atau menolak permintaan dari 
negara-peminta, pejabat tinggi dari negara-diminta seperti misalnya Jaksa 
Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar 
Negeri ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, untuk 
pada akhirnya diambil keputusan oleh pejabat-pejabat berwenang dari 
negara-diminta. 
Suatu kasus tentang ekstradisi, jauh sebelumnya juga sudah 
melibatkan penegak-penegak hukum dalam tingkatan yang paling rendah, 
misalnya pada waktu penangkapan, penahanan, atau pengawalan atas 
keamanannya. Hal ini berarti bahwa masalah ekstradisi ini merupakan 
masalah negara dan antar negara. Sebagai masalah internal dari negara, 
maka pelaksanaannya harus dengan berdasarkan pada perjanjian-
22 
perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional tentang 
ekstradisi. 
Sebagai masalah interen negara dan antar negara, maka 
keputusan untuk menyerahkan atau menolak permintaan ekstradisi atas 
sesorang yang diminta, tentu saja ada pada pejabat tinggi negara yang 
berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama negara dalam 
masalah – masalah hubungan internasional. Jika orang yang diminta itu 
diputuskan untuk diserahkan oleh negara-diminta kepada negara-peminta, 
penyerahanpun harus dilakukan mengikuti prosedur atau tata cara 
tertentu. Misalnya, dimana dan kapan orang yang bersangkutan 
diserahkan, kendaraan yang digunakan, barang apa saja yang turut 
diserahkan, serta barita acara penyerahannya.  
 
3. Instrumen Hukum Nasional Tentang Ekstradisi 
Erat hubungannya dengan kejahatan transnasional ini mungkin 
menjadi yurisdiksi lebih dari suatu negara adalah masalah ekstradisi. 
Seperti kita ketahui, Indonesia sejak tahun 1974 secara aktif telah 
mengadakan perjanjian – perjanjian ekstradisi dengan negara – negara 
tetangga anggota ASEAN seperti Malaysia tahun 1974 dan dengan 
Philipina tahun 1976, dan dengan Thailand tahun 1978. Sejak tanggal 18 
Desember pula Indonesia telah memiliki Undang – Undang Ekstradisi 
Nasional, dengan disetujuinya RUU Ekstradisi, oleh Dewan Perwakilan 
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Rakyat dan telah diundangkan dengan Undang – Undang nomor 1 tahun 
1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Tahun 1979 No.2).30 
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang 
ekstradisi yang rancangannya disetujui oleh DPR RI dalam Rapat 
Paripurna terbuka ke-17, masa persidangan ke II tahun siding 1978-1979 
pada tanggal 16 Desember 1978 dan telah disahkan oleh Presiden 
menjadi undang – undang pada tanggal 18 Januari 1979, kecuali 
mengatur tentang penahanan, syarat – syarat ekstradisi yang harus 
dipenuhi oleh negara-peminta, pemeriksaan terhadap orang yang diminta 
ekstradisi, keputusan mengenai permintaan ekstradisi, pelaksanaan 
penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, dan barang bukti, juga 
mengatur tentang asas – asas yang dikenal dalam bidang ekstradisi yang 
dimaksudkan untuk memberi jaminan perlindungan hak – hak asasi 
tersangka atau terpidana dalam pelaksanaan ekstradisi.31 
4. Asas – Asas Hukum Dalam Ekstradisi 
a. Asas Kejahatan Ganda (double criminality principle) 
Menurut asas ini, suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 
diminta haruslah merupakan kejahatan atau tindak pidana baik menurut 
hukum pidana negara-peminta maupun hukum negara-diminta.Dalam 
ekstradisi, asas ini lazim disebut asas kejahatan ganda (double criminality 
                                                         
30 I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan  Hukum Nasional 
Indonesia, Op. Cit, hlm. 173. 
31  Damos Dumoli Agusman, 2010, Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik 
Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm 89. 
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principle). 32 Asas kejahatan ganda ini sebagai salah satu asas dari 
ekstradisi boleh dikatakan merupakan asas yang pertama – tama harus 
dipenuhi jika dua negara (negara-peminta dan negara-diminta) 
menghadapi suatu kasus ekstradisi. Untuk hal ini tidaklah perlu nama 
ataupun unsur – unsurnya semuanya harus sama, mengingats sistem 
hukum masing – masing negara itu berbeda – beda. Sudah cukup jika 
hukum kedua negara sama – sama mengklasifikasikan kejahatan itu 
sebagai kejahatan atau tindak pidana.  
b. Asas Kekhususan (principle of speciality) 
Asas kekhususan ini baru akan berfungsi jika orang yang diminta 
kemudian diekstradisikan oleh negara-diminta kepada negara-peminta. 
Artinya, permintaan negara-peminta untuk pengekstradisian orang diminta 
dikabulkan oleh negara-diminta.Dengan pengekstradisian tersebut, maka 
orang yang diminta kini berada di wilayah negara-peminta yang berarti 
bahwa orang yang diminta itu tunduk pada yurisdiksi tertorial dari negara-
peminta. 33  Negara peminta hanya boleh mengadili atau menghukum 
orang yang bersangkutan hanya atas dasar kejahatan yang dijadikan 
sebagai dasar oleh negara-diminta untuk mengekstradisikan orang yang 
diminta kepada negara-peminta. Negara-peminta tidak boleh 
mengadilinya atas kejahatan lain di luar dari kejahatan yang dijadikan 
sebagai dasar untuk pengekstradisiannya. Inilah yang lebih dikenal 
                                                         
32I Wayan Parthiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, Op, Cit. hlm 105. 
33Ibid, hlm. 121. 
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dengan asas kekhususan (rule of speciality / principle of speciality). 34 
Namun asas kekhsusan ini masih dapat dikesampingkan dengan syarat, 
negara-peminta harus meminta persetujuan lebih dahulu kepada negara-
diminta atas keinginannya untuk mengadili orang yang bersangkutan atas 
kejahatan yang lain itu. Permintaan itu harus dilakukan secara tegas 
dalam bentuk tertulis kepada negara-diminta. Jika negara-diminta 
menyetujuinya dan persetujuan itupun juga harus dinyatakan secara tegas 
dalam bentuk tertulis maka barulah negara-peminta bisa mengadili orang 
yang bersangkutan atas kejahatan lainnya itu. Akan tetapi perlu 
ditegaskan bahwa, kejahatan lain tersebut adalah kejahatan yang 
termasuk dalam daftar jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagian 
dasar untuk meminta pengekstradisiannya sebagaimana ditentukan dalam 
perjanjian ekstradisi antar kedua negara tersebut.35 
c. Asas tidak menyerahkan warga negara (non-extradition of 
nationals) 
Jika orang diminta adalah warga negara dari negara-diminta, maka 
negara-diminta dapat menolak permintaan dari negara-peminta.Asas ini 
berlandaskan pada pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi 
warga negaranya dan sebaliknya awarga negara memang berhak untuk 
memperoleh perlindungan dari negaranya.Tetapi jika negara-diminta 
menolak permintaan negara-peminta, negaradiminta tersebut 
                                                         
34Ibid, hlm. 124. 
35Ibid, hlm. 125. 
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berkewajiban mengadili atau menghukum warga negaranya itu 
berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri.36 
d. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (non-
extradition of political criminal) 
Jika negara-diminta berpendapat, bahwa kejahatan yang diajsikan 
sebagai alas an untuk meminta ekstradisi oleh negara-peminta adalah 
tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara-diminta harus menolak 
permintaan tersebut. Tentang apa yang disebut dengan kejahatan politik, 
serta apa kriterianya, hingga kini tidak ada kesatuan pendapat, baik 
dikalangan para ahli maupun dalam praktek negara – negara. Karena 
sukarnya menentukan kriteria obyektif tentang kejahatan politik tersebut, 
maka dalam perkembangan dari lembaga ekstradisi ini, negara – negara 
baik baik dalam perjanjian ataupun dalam perundang – undangan 
ekstradisinya, menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan 
secara tegas bahwa kejahatan – kejahatan tertentu secara tegas 
dinyatakan bukan kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan 
yang dapat dijadikan alasan untuk meminta maupun mengekstradisikan 
orang yang diminta (extraditable crime). Dengan demikian, dapat 
dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk 
meminta ekstradisi ataupun mengekstradisikan orang yang diminta di 
dalam perjanian ataupun peraturan perundang – undangan tentang 
ekstradisi.37 
                                                         
36I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Op, 
Cit. hlm. 131. 
37Ibid 
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e. Asas non bis in idem 
Asas ini lebih dikenal dalam hukum pidana yang pada intinya 
menyatakan, bahwa seseorang tidak boleh diadili atau dihukum lebih dari 
satu kali atas suatu kejahatan yang dilakukannya. Secara lebih konkrit, 
jika seseorang melakukan kejahatan pembunuhan misalnya, si B telah 
membunuh si A. Kemudian si B diadili atas kejahatan pembunuhan atas si 
A. Setelah melalui pemeriksaan pengadilan, si B dinyatakna bersalah dan 
dijatuhi putusan berupa penjatuhan hukuman, misalnya hukuman 
kurungan selama 10 tahun yang telah memiliki kekuatan mengikat yang 
pasti. Setelah selesai menjalani hukuman, dia dikembalikan ke dalam 
masyarakat dan menjalani kehidupan sehari – hari sebagaimana halnya 
dengan warga negara lainnya. Kemudian pada suatu waktu dia ditangkap 
dengan tujuan untuk diadili lagi (untuk kedua kalinya) atas perbuatan 
membunuh si A tersebut di atas yang sebenarnya proses hukumnya 
sudah selesai. Tindakan untuk mengadili dan atau menghukum orang 
yang sama lebih dari satu kali atas kejahatan yang sama ini jelas tidak 
dibenarkan. Larangan untuk mengadili atau menghukum sesorang atas 
suatu jenis kejahatan lebih dari satu kali inilah yang dikenal dengan nama 
asas ne / non bis in idem. 38 Dalam hubungannya dengan ekstradisi, jika 
seoarang yang dimintas sebelumnya sudah diadili oleh pengadilan 
negara-diminta ataupun oleh pengadilan negara ketiga dan putusan 
                                                         
38I Wayan Parhiana, Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, Op, Cit. hlm. 139. 
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pengadilan tersebut sudah memiliki keputusan mengikat yang pasti,  maka 
permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.39 
f. Asas Daluwarsa 
Daluwarsa atau lewat waktu (lapse of time) memang sudah dikenal 
dalam hampir semua sistem hukum negara – negara di dunia.Makna dari 
daluwarsa adalah sebagai pengakuan atas suatu fakta, bahwa fakta 
tersbeut diakui sebagai suatu yang sah (legal) setelah terlampaui suatu 
jangka waktu tertentu, meskipun pada awal mulanya fakta itu tidak sah 
(illegal).Bahwa pada suatu fakta yang sebenarnya tidak yang sudah 
sedemikian lama terjadinya dan dibiarkan saja demikian tanpa 
diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga masyarakat 
dianggap sudah melupakannya, maka fakta itu yang semula tidak sah 
berubah manjadi sah.Tentu saja semakin lama jangka waktu itu terjadinya 
fakta tersebut dan masyarakat juga sudah melupakannya, maka semakin 
kuatlah keabsahannya. 40 Dalam hubungannya dengan ekstradisi, 
permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau 
pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alsan 
untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa 
menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak. 41  Di bawah ini 
dikemukakan beberapa contoh dari perjanjian – perjnajian multilateral dan 
bilateral tentang ekstradisi yang secara tegas mengatur serta menolak 
                                                         
39Ibid, hlm. 140. 
40Ibid, hlm. 146.  
41Ibid, hlm. 147. 
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tentang daluwarsa dan beberapa perjanjian ekstradisi bilateral yang 
mengatur untuk menolak pengesktradisian 
Gambar 1. 
Tentang pengaturan dan penolakan daluwarsa di dalam perjanjian 
ekstradisi42 
 
 
 
5. Maksud dan Tujuan Ekstradisi Menurut Hukum Internasional 
Istilah “Ekstradisi” menunjuk kepada proses di mana berdasarkan 
traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada 
negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum 
karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum 
negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi 
memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana 
tersebut. Biasanya, tindak kejahatan yang dituduhkan dilakukan di dalam 
                                                         
42Ibid, hlm. 153-154. 
Perjanjian Ekstradisi Multilateral yang Secara Tegas 
Mengatur dan Menolak tentang Daluwarsa
Konvensi Ekstradisi Eropa (European Convention on 
Extradition) 1957
Konvensi Ekstradisi Antar Negara - negara Amerika
(Inter-American Convention on Extradition) 1981
Konvensi Ekstradisi antar Negara - negara Anggota Eropa 
(Convention relating to Extradition between the Member State 
of the Europen Union) 1996
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wilayah atau di atas kapal yang mengibarkan bendera negara penuntut 
dan biasanya pelaku berada di dalam wilayah negara yang 
menyerahkakan untuk mencari perlindungan.Permintaan ekstradisi 
biasanya dimuat dan dijawab melalui saluran diplomatik.43 
Maksud dan tujuan ekstradisi ialah untuk menjamin agar pelaku 
kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau 
pemidanaan, karena sering kali suatu negara yang wilayahnya dijadikan 
tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau 
menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa 
aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas 
penjahat tersebut. Karena itu patut dan tepatlah penjahat tersebut 
diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai 
yurisdiksi atas penjahat tersebut. Penjahat harus dipidana oleh negara 
tempat ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau 
memidananya (aut punier aut dedere). Kecuali dari itu negara yang 
wilayahnya merupakan tempat dilakukannya kejahatan adalah yang 
termampu mengadili penjahat karena di tempat tersebut bukti-bukti dapat 
diperoleh dengan lebih bebas, dan negara tersebut mempunyai 
kepentingan terbesar dalam memidana penjahat tersebut serta 
mempunyai fasilitas terbesar untuk mencapai kebenaran.44 
  
                                                         
43 J.G. Starke, An Introduction to International Law, London, Butterwordhs, 10th edition, 
hlm, 469. 
44  J.G. Starke, An Introduction to International Law, London, Butterwordhs & Co 
(Publisher), 4th  edition 1958, hlm, 261. 
31 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Berdasarkan pertanyaan yang penulis rumuskan pada bagian 
terdahulu, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif.Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
dalam menangani masalah-masalah perdagangan manusia yang terjadi di 
Indonesia atau melewati Indonesia. 
 
A. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah telaah pustaka (library research).Teknik ini dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan objek 
penelitian dan kemudian menganalisanya. Sumber literatur utamanya 
berasal dari buku, serta dokumen-dokumen, artikel, jurnal, makalah, 
majalah, surat kabar, dan situs-situs internet ataupun laporan-laporan 
yang berkaitan dengan objek penelitian.  
 
B. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi penulis, “Ekstradisi sebagai salah satu 
usaha penanggulangan masalah perdagangan manusia (Human 
Trafficking) menurut hukum internasional” maka penulis merencanakan 
penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi penelitian sebagai berikut: 
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 Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi  Sulawesi 
Selatan 
 Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.  
 Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 Perpustakaan Jurusan Hubungan Internasional Universitas 
Hasanuddin  
 Perpustakaan FISIP Universitas Hasanuddin 
 
C. Jenis data 
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data teoritis, yaitu 
data yang diperoleh dari berbagai sumber dan litelatur yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif 
yang selanjutnya akan dianalisis, dimana akan menjawab permasalahan 
berdasarkan data yang penulis peroleh.  
 
D. Sumber Data 
Adapun data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan 
dalam menyelesaikan skripsi ini adalah: 
 Perjanjian-perjanjian internasional berupa perjanjian ekstradisi dan 
resolusi-resolusi PBB yang relevan dengan  judul skripsi ini;  
 Buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan 
judul skripsi ini.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ekstradisi sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah-
masalah kejahatan internasional (perdagangan manusia) 
Dalam bab II penulis telah memaparkan didalam perjanjian 
ekstradisi terdapat sistem-sistem untuk menentukan jenis-jenis kejahatan 
yang dapat diekstradisikan, yaitu sistem enumeratif (perjanjian ekstradisi 
antara Indonesia dengan Malaysia), sistem elimnatif, dan sistem 
campuran (perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Philipina).  
Indonesia sendiri menganut sistem enumeratif dimana dalam 
sistem ini ditentukan secara tegas jenis-jenis kejahatan yang dapat 
dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada 
negara-diminta, hal mana dicantumkan dalam salah satu pasal atau pada 
sebuah daftar yang dilampirkan pada perjanjian ekstradisi bersangkutan 
yang menyebutkan secara jelas satu persatu jenis kejahatan yang 
dimintakan penyerahan atas pelakunya. 
Dengan adanya salah satu pasal atau daftar yang dilampirkan 
dalam perjanjian ekstradisi yang membua jenis kejahatan dapat dijadikan 
dasar untuk mengajukan ekstradisi, maka hal ini berarti kejahatan-
kejahatan yang lain meskipun sudah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan oleh azas Double Criminality atau kejahatan ganda apabila 
tidak ada disebutkan dalam perjanjian ekstradisi, maka kejahatan tersebut 
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tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan permintaan 
ekstradisi atau dengan kata lain negara-negara-diminta dapat menolak 
permintaan ekstradisi yang diajukan kepadanya.  
Adapun kebaikan dari sistem enumeratif ini adalah bahwa dengan 
dicantumkannya secara tegas jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan 
sebagai dasar untuk mengajukan ekstradisi antara negara-negaa peserta 
suatu pejanjian ekstradisi.Hal seperti ini lebih menjamin adanya kepastian 
hukum bagi semua pihak, baik negara-diminta maupun negara-peminta 
dan juga bagi individu pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi dengan demikian 
apabila ada suatu negara mengajukan permintaan ekstradisi atas diri 
seseorang atau beberapa orang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke 
wilayah negara lain, dalam hal antara negara yang bersangkutan memang 
sudah terikat suatu perjanjian ekstradisi yang menganut sistem daftar, 
maka negara-diminta dalam menghadapi persoalan ini dapat dengan 
mudah melihatnya didalam daftar perjanjian ekstradisi itu apakah 
kejahatan yang dimintakan penyerahan itu ada terdapat didalam daftar 
atau tidak. Apabila tidak ada disebutkan didalam daftar maka dalam hal ini 
negara-diminta dapat menolak ekstradisi yang diajukan oleh negara-
peminta. Keburukan dari sistem daftar ini adalah bahwa sistem ini tidak 
dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin 
komplek, karena dengan dicantumkannya secara tegas didalam perjanjian 
ekstradisi jenis- jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
mengajukan permintaan ekstradisi, berarti jika dikemudian hari muncul 
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kejahatan-kejahatan baru yang cukup berbahaya bagi kesejahteraan dan 
ketentraman umat manusia khususnya bagi negara-diminta dan negara-
peminta, kejahatan baru itu tetap tidak dapat dijadiakn dasar untuk 
meminta penyerahan penjahat itu karena kejahatannya diluar dari 
perjanjian ekstradisi tersebut. 
Apabila dihubungkan azas Double Criminality yang menganut 
sistem daftar (enumeratif System) ini dengan perundang-undangan 
nasional Republik Indonesia yang menyangkut ekstradisi yakni Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang pada pasal 4 menentukan sebagai 
berikut : 
1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut didalam 
daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak 
terpisahkan dari Undang-Undang ini  
2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara 
yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebutkan 
dalam daftar kejahatan.  
3) Dengan peraturan pemerintah, pada daftar yang dimaksud 
dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh 
Undang-Undang telah dinyatakan sebagai kejahatan. 
Adapun kejahatan yang dimaksudkan dalam ayat (4) dari Undang-
undang Nomor 1 Tahun !979 antara lain: 
1. Pembunuhan 
2. Pembunuhan direncanakan 
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3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau 
matinya orang 
4. Perkosaan, pencabulan dengan kekerasan 
5. Persetubuhan dengan wanita diluar perkawinan atau 
perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui 
seseorang sedang pingsan atau tidak berdaya  atau 
orang tersebut berusia 15 tahun atau belum mampu 
dikawinkan 
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang cukup umur 
dengan orang lain sesama kelamin belum cukup umur 
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat atau alat-
alat dengan maksud menyebabkan gugur atau matinya 
kandungan seorang wanita  
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan 
atau tipu muslihat dengan sengaja melarikan seorang 
wanita yang belum cukup umur 
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki 
yang belum cukup umur  
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum  
11. Perbudakan  
12. Pemerasan  dan pengancaman 
13. Menipu atau memalsukan uang kertas Bank atau 
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mengedarkan mat uang  kertas negeri yang ditiru atau 
dipalsukan  
14. Menyimpan dan memasukkan uang ke Indonesia yang 
telah dipalsukan  
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan 
pemalsuan 
16. Sumpah palsu 
17. Penipuan  
18. Tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan 
19. Penggelapan  
20. Pencurian, perampokan 
21. Pengrusakan dengan sengaja  
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja  
23. Penyelundupan  
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan 
maksud membahayakan  keselamatan kereta api, kapal 
laut, atau kapal terbang dengan penumpang- 
 penumpangnya  
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di laut 
26. Penganiayaan diatas kapal ditengah laut dengan maksud 
menghilangkan nyawa atau luka berat  
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak 
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oleh 2 (dua) orang atau lebih diatas kapal ditengah laut 
menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk 
memberontak 
28. Pembajakan laut 
29. Pembajakan udara  
30. Tindak pidana korupsi 
31. Tindak pidana narkotika 
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang 
senjata api, bahan peledak, dan bahan-bahan yang 
menimbulkan kebakaran 
 
Demikianlah perumusan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam permintaan dalam mengajukan permintaan 
ekstradisi didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Dengan 
demikian dapat dilihat didalam Undang-Undang tersebut sistem yang 
dianut dalam menentukan jenis-jenis kejahatan apa saja yang dapat 
dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi adalah 
menganut sistem daftar (Enumeratif System). 
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B. Praktek penerapan ekstradisi yang berlaku di Indonesia dan 
Australia khususnya penanganan masalah perdagangan 
manusia menurut ketentuan hukum internasional 
Ada dua aspek dalam ekstradisi, aspek pertama adanya tindakan 
suatu pemerintah yang melepaskan wewenang atas seseorang dengan 
menyerahkan kepada pemerintah negara lain dan aspek kedua adalah 
langkah-langkah yang telah diambil yang membuktikan bahwa si pelaku 
kejahatan memang ditahan untuk dituntut maupun untuk menjalani 
hukumannya. Hal ini adalah tanggung jawab dari badan peradilan yang 
juga harus menunjukkan bahwa orang yang dimaksud memang sah 
menurut hukum yang berlaku di negara pemberi ekstradisi agar ia dapat 
diekstradisikan. 
Dewasa ini sebagian besar negara-negara, terutama negara maju 
telah memiliki undang-undang nasional tentang ekstradisi dan telah 
banyak mengadakan perjanjian-perjanjian ekstardisi. Tetapi masih banyak 
pula yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi bahkan perundang-
udangan tentang ekstradisi. Hal ini terjadi karena masih lemahnya 
pemahaman tentang fungsi dan guna dari ekstradisi, rata-rata hal ini 
terjadi di negara-negara berkembang. 
Masih banyak negara yang beranggapan bahwa ekstradisi secara 
totalitas atau keseluruhan adalah kewajiban dari hukum 
internasional.Sebab ada hal-hal yang tidak mungkin diatur atau 
dirumuskan sepenuhnya dalam perjanjian ekstradisi karena adanya 
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perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.Masalah 
ini pada umumnya adalah masalah dalam negeri masing-masing pihak 
yang membuat perjanjian ekstradisi.Dalam hal inilah hukum internasional 
menunjuk, merujuk, menyarankan hukum nasional (positif) masing-masing 
pihak untuk menentukan dan mengatur hasil perjanjian itu secara 
mendetail. Misalkan tentang lembaga atau instasi yang berwenag untuk 
menentukan apakah permintaan ekstradisi akan diterima atau ditolak. 
Oleh karena itu diperlukan peraturan nasional yang secara khusus 
mengatur tentang ekstradisi, dalam hal ini peraturan nasional Indonesia 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. 
Sehingga, kesempurnaan suatu perjanjian khususnya perjanjian 
internasional tentang ekstradisi, sangat membantu negara yang 
bersangkutan dalam menyusun undang-undang ekstradisi nasional, sebab 
undang-undang ekstradisi sebagian mengadopsi atau meresepsi azas-
azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi itu disusun, 
akan semakin sedikit persoalan-persoalan yang ditimbulkan. 
Peraturan perundangan-undangan nasional Indonesia tentang 
ekstradisi, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah 
sebagaimana diatur dalam Koninklijk Besluit tanggal 8 Mei 1883 No. 26 
yang dimuat dalam Staatblad tahun 1883 No. 188 tentang Uitlevering van 
Vremdeligen (Penyerahan orang asing) yang pada waktu itu masih 
dianggap berlaku berdasarkan UUD 1945 Pasal II AP. Jadi sejak 
Indonesia merdeka atau sekitar kurun waktu 34 tahun, Stb nomor 188 
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tahun 1883 ini menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia jika menghadapi 
masalah ekstradisi. 
Ekstradisi sendiri tergantung dan ditentukan dengan tujuan untuk 
kesejahteraan umum (walfare state)45 dengan implikasi dan argumentasi 
agar orang-orang tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan 
yang telah dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah 
dan memberantasnya. 
Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya 
dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri dalam hal-hal tertentu 
sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lebih-lebih pada masa abad teknologi 
sekarang ini. Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi 
terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di 
wilayah negara tempat di pelaku kejahatan itu berada, negara-negara 
yang memiliki yurisdiksi itu dapat meminta kepada negara tempat di 
pelaku kejahatan itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang 
tersebut. 
Beberapa Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan negara lain, 
antara lain sebagai berikut ;46 
                                                         
45Walfare State adalah gagasan yang telah lama lahir, dirintis oleh Prusia di bawah Otto 
Von Bismarck sejak tahun 1850-an. Dalam Encyclopedia Americana disebutkan 
bahwa welfare state adalah "a form of government in which the state assumes 
responsibility for minimum standards of living for every person" (bentuk pemerintahan 
di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum 
bagi setiap warga 
negaranya).http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6096&coid=4&caid=4&gi
d=2, diakses pada tanggal 18 Agustus 2014, pukul 19.48 WITA 
46http://blog.umy.ac.id/mediaris/2013/04/29/ekstradisi/, diakses pada tanggal 18 Agustus 
2014, pukul 20.16  WITA 
42 
 Perjanjian Ekstradisi RI – Malaysia : 
UU RI No. 9 Tahun 1974 
 Perjanjian Ekstradisi RI – Philipina : 
UU RI No. 10 Tahun 1976 
 Perjanjian Ekstradisi RI – Australia : 
 UU RI No. 8 Tahun 1994 
 Perjanjian Ekstradisi RI – Thailand : 
UU RI No. 2 Tahun 1978 
 Perjanjian Ekstradisi RI – Hongkong : 
UU RI No. 1 Tahun 2001 
 
Dari semua perjanjian ekstradisi yang dilakukan itu semua masih 
bersifat bilateral, karena Indonesia belum pernah ikut ambil bagian dalam 
perjanjian ekstradisi multilateral. Namun, kita bisa sedikit berbangga 
karena dari minimnya perjanjian ekstradisi yang Indonesia lakukan kita 
berhasil melakukan pelaksanaan nyata dari ekstradisi sebagai suatu 
bagian hukum. Dibawah ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan 
ekstradisi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979: 
1. Keputusan Mengenai Permintaan Ekstradisi: Walaupun perkara 
ekstradisi diperilksa oleh Pengadilan namun keputusan 
mengenai dapat tidaknya seseorang diekstradisikan ditentukan 
oleh Menteri Kehakiman. Keputusan mengenai permintaan 
ekstradisi tersebut diatur dalam Bab VII pasal 36 sampai pasal 
43 
39. Menurut pasal 36, sesudah menerima penetapan 
Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 33, Menteri Kehakiman 
segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden 
disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, 
Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan (ayat 1). 
Selanjutnya ditentukan dalam ayat (2), bahwa setelah 
menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan- 
pertimbangan yang dimaksudkan dalam ayat (1), maka 
Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi. 
Dalam ayat (3) ditentukan, jika menurut penetapan Pengadilan 
permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan 
keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
meminta keterangan dimaksud kepada negara- peminta dalam 
waktu yang dianggap cukup. Dan ayat (4) menetapkan bahwa 
Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi 
diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. Jika 2 (dua) 
negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang, berkenaan 
dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu 
yang bersamaan maka dalam menolak atau mengabulkan 
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permintaan ekstradisi Presiden mempertimbangkan demi 
kepentingan keadilan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Berat ringannya kejahatan ; 
b. Tempat dilakukannya kejahatan ; 
c. Waktu mengajukan permintaan ekstradisi ; 
d. Kewarganegaraan orang yang diminta ; 
e. Kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta oleh 
negara-peminta kepada negara lainnya 
2. Ketentuan tersebut diatas dimuat dalam pasal 37. Menurut 
pasal 38 keputusan presiden mengenai permintaan ekstradisi 
yang dimaksud dalam pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera 
diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan 
Kepolisian Republik Indonesia.  Selanjutnya dalam pasal 39 
ditentukan bahwa dalam hal tidak adanya perjanjian antara 
negara-peminta dengan negara Republik Indonesia, maka 
permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, 
selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 
disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
disertai pertimbangan-pertimbangannya (ayat 1). Bersadarkan 
ayat (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah 
menerima permintaan dari negara-peminta dan pertimbanagn 
dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan 
kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana 
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dimaksud ayat (1). Selanjutnya ditentukan dalam pasal (3), 
setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar 
Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai 
permintaan ekstradisi dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat 
menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut. 
Kemudian ditentukan dalam ayat (4) bahwa dalam hal 
permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperi halnya 
perjanjian ekstradisi antara negara-peminta dengan negara 
Republik Indonesia. 
3. Penyerahan Orang yang dimintakan Ekstradisinya: Setelah ada 
keputusan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan, perlu ada 
ketentuan lebih lanjut tentang cara-cara penyerahan orang 
tersebut kepada negara- peminta. Penyerahan orang yang 
diminta ekstradisi tersebut diatur dalam Bab VIII dan pasal 41. 
Menurut pasal tersebut, jika permintaan ekstradisi disetujui, 
ornag yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada 
pejabat yang bersangkutan dari negara-peminta, di tempat dan 
pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia (ayat 1). Jika orang yang dimintakan ekstradisinya 
tidak diambil dalam 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun 
juga dia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari 
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(ayat 2). Permintaan ekstradisi dilampauinya waktu 30 (tiga 
puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden (ayat 3). 
Dalam pasal 41 ditentukan jika keadaan diluar kemampuan 
negara baik negara peminta untuk mengambil maupun negara 
yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan.   
4. Barang Bukti : Mengenai barang-barang bukti dalam proses 
ekstradisi diatur dalam Bab IX pasal 42 dan 43. Menurut pasal 
42, barang-barang yang dibutuhkan sebagai bukti yang 
terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita 
atas permintaan pejabat yang berwenang dari negara-peminta 
(ayat 1). Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
berlaku ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia 
mengenai penyitaan barang-barang bukti ( ayat 2).Pasal 43 
menentukan, dalam penetapannya mengenai permintaan 
ekstradisi Pengadilan Negeri menetapkan pula brang-barang 
yang diserahkan kepada negara-peminta dan yang 
dikembalikan kepada orang yang bersangkutan (ayat 2). 
Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa barang-barang 
tertentu hanya diserahkan kepada negara-peminta dengan 
syarat bahwa barang-barang tersebut segera dikembalikan 
sesudah selesai digunakan. Dalam prakteknya, Indonesia telah 
mengimplementasikan ekstradisi atas tersangka warga negara 
yang terlibat dalam beberapa kasus kejahatan khususnya 
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kejahatan perdagangan manusia, yakni : 
 Sayeed Abbas Azad, warga negara Afghanistan di 
ekstradisi ke Australia oleh Pengadilan tinggi Jakarta 
(Indonesia) pada tanggal 24 Maret 2013 karena terlibat 
beberapa kejahatatan terkait perdagangan manusia pada 
tahun 2009. Selama ini Sayeed menyelundupkan dan 
memperdagangan ratusan orang ke Australia, selama ini 
Sayeed bertempat tinggal di Indonesia.47 
 Hadi El Ahmadi. Warga negara Iran di Ekstradisi ke 
Australia oleh Indonesia pada tanggal 25 Mei 2009. Hadi El 
Ahmadi terkait kejahatan menyelundupkan dan 
memperdagangkan sejumlah warga negara asing (Iran) ke 
Australia. Hadi selama ini bertempat tinggal di Indonesia.48 
 
C. Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan 
Manusia (Human Trafficiking) 
Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya bahwa perdagangan 
manusia telah menjadi isu yang sangat krusial untuk ditangani.Dapat 
dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi sumber orang-
orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Seperti dalam contoh 
kasus perdagangan yang terjadi diatas, sebagian besar trafficking 
                                                         
47 http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-05-09/tertuduh-penyelundup-
manusia-hadapi-sidang-esktradisi/1128116, diakses pada tanggal 22 Agustus 2014 
pada pukul 20.32 WITA 
48http://www.yiela.com/view/450156/pelaku-trafficking-diekstradisi, diakses pada tanggal 
22 Agustus 2014 pada pukul 20.45 WITA 
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dilakukan dengan modus pencarian tenaga kerja untuk dipekerjakan 
sebagai pembantu rumah tangga, pekerja seks komersial, dll. Selain itu 
terdapat pula keinginan dari para pencari kerja tersebut yang mungkin 
tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup terhadap jasa 
penyalur pekerjaan yang resmi dan mana yang underground atau 
terselubung. 
Pada Mei 2005 melalui Konferensi Kepolisian Asean 
(ASEANAPOL) disepakati komunike bersama mengenai kerjasama 
regional untuk mengatasi masalah lintas negara yaitu pemalsuan 
dokumen perjalanan (fraudulent travel document), penipuan lintas negara 
(transnational fraud), dan perdagangan manusia (Human Trafficking). 
Komunike ini kemudian diperkuat dalam Pertemuan Tingkat Menteri 
ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) ke-5 di Hanoi, 
November 2005.Pada bulan Januari 2006, Presiden RI dan PM Malaysia 
mengadakan pertemuan di Bukittinggi, Sumatera Barat yang 
menghasilkan pernyataan bersama mengutuk praktik- praktik trafficking in 
persons sebagai kejahatan yang kejam terhadap kemanusiaan.Kedua 
pemimpin ini berkomitmen untuk bekerjasama dalam memerangi 
trafficking serta menginstruksikan kepada kepolisian masing- masing 
negara agar meningkatkan kerjasama guna mencapai tujuan tersebut. 
Upaya menangkal tindak kejahatan ini juga dilakukan oleh 
lembaga- lembaga non-pemerintah seperti LSM baik lokal, nasional 
maupun internasional, organisasi-organisasi kemasyarakatan, perguruan 
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tinggi dan individu-individu yang memiliki perhatian khusus terhadap isu 
kejahatan perdagangan manusia ini. Upaya yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga diluar pemerintah ini penting karena permasalahan yang terjadi 
tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah saja melainkan 
membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat agar tercipta 
keselarasan dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan perdagangan 
manusia yang sudah sangat memperihatinkan ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam hal ada permintaan ekstradisi yang ditunjukan 
kepada Negara Republik Indonesia maka pengadilan yang 
berwenang memberikan pendapatnya dalam bentuk penetapan 
tentang dapat tidaknya seseorang diesktradisikan adalah 
Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana 
seseorang tersebut bertempat tinggal atau berkediaman 
terakhir atau tempat ditketemukannya atau apabila dilakukan 
penahanan, maka ditempat seseorang tersebut ditahan. 
Walaupun demikian keputusan mengenai dapat tidaknya 
seseorang diekstradisikan ditentukan oleh Menteri Kehakiman 
yang setelah menerima penetapan Pengadilan maka Menteri 
Kehakiman segera menyampaikan penetepan tersebut kepada 
Presiden disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri 
Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesai, setelah itu Presiden dapat 
memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi. 
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2. Bahwa kedudukan dari orang yang akan diekstradisi adalah 
dengan dijamin dan dilindunginya hak-hak azasi sebagai 
individu yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum 
sehingga dengan demikian individu tersebut dapat terbebas 
dari penindasan dan perlakuan sewang-wenang. 
3. Bahwa disamping rumit dan kompleknya pelaksanaan 
ekstradisi, namun ekstradisi tetap mempunyai arti yang penting 
dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama internasional 
antara negara-negara, dalam usaha pencegahan dan 
pemberantasan kejahatan yang pelakunya melarikan diri dari 
satu negara ke negara lain, sehingga dapat diwujudkan suatu 
keadaan dimana masing-masing negara saling melindungi 
kepentingannya dan juga kepentingan negara lainnya. 
4. Bahwa ekstradisi adalah merupakan salah satu bentuk 
hubungan kerjasama yang baik antara negara-negara dan 
sekaligus merupakan salah satu sarana atau upaya dalam 
pencegahan dan pemberantasaan kejahatan nasional maupun 
internasional salah satu contohnya kasus-kasus perdagangan 
manusia.  
5. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 
mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia oleh 
warga negaranya atau warga negara asing yakni patroli lintas 
laut harus digalakkan. Selain itu, mengadakan sosialisasi  
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6. mengenai penanganan imigran illegal di daerah pesisir pantai, 
khususnya kepada para nelayan. Koordinasi dengan beberapa 
instansi terkait harus lebih baik. Kemudian juga pengawasan 
dan penjagaan harus lebih di perketat. Sebab Indonesia 
dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyakk serta 
kurangnya keseriusan dari pemerintah serta penegak hukum 
akan menyuburkan kejahatan seperti ini untuk terus beroprasi 
dan menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi sesegera 
mungkin. 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis dapat sampaikan antara lain : 
1. Oleh karena perjanjian ekstradisi lebih menjadmin kepastian 
hukum, maka bagi negara-negara yang saling mempunyai 
hubungan baik harus semakin mempercepat hubugannya 
dengan mengadakan perjanjian ekstradisi, terutama dalam hal 
perjanjian ekstradisi secara multilateral 
2. Bahwa dengan semakin majunya teknologi dan trasnportasi 
yang menyebabkan semakin tingginya kasus-kasus kejahatan 
yang melibatkan dua negara atau lebih, sebaiknya dibentuk 
Konvensi Internasional yang menjadi dasar pembentukan 
Undang-Undang Ekstradisi negara-negara, jadi bukan hanya 
sekedar model Treaty saja seperti terdapat dalam Resolusi 
Nomor 45/117 tentang model Treaty On Extradition  
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